BAB 1
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Prasarana jalan merupakan sarana dan prasarana yang sangat
dibutuhkan oleh publik dan harus dapat dirasakan keberadaannya oleh
seluruh lapisan masyarakat, Sehingga pembinaan jalan menjadi wewenang
pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih akomodatif
terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Sesuai dengan UU No. 38 Tahun
2004 adalah bidang pekerjaan umum yang mengatur Masalah jalan yang
berbunyi “Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel serta
mengenai jalan Provinsi. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas
jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan
dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarkis dan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai
peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup,
politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Sehingga transportasi jalan merupakan pekerjaan yang
sangat vital karena jalan harus dapat menjamin pergerakan baik itu manusia
maupun barang secara lancar, aman, cepat, murah dan nyaman yang
merupakan tujuan dari pembangunan dalam penyediaan prasarana
transportasi jalan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan banyak sekali Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang kesulitan dalam mekanisme pendanaan
dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pemprograman penanganan
pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangannya. Hal ini dikarenakan
pendanaan yang telah dilakukan terjadi karena kekurangan / kehilangan
sumber pendanaan yang biasanya telah ditentukan alokasi dan besaran dana
yang akan diajukan pada saat perencanaan dalam penyusunan Anggaran.



Pada saat ini daerah harus melakukan penyusunan program penanganan
jalan sendiri (sesuai kewenangannya berdasarkan status jalan) yang mana
dalam perencanaannya harus dikompromikan dengan ketersediaan dana
yang telah ditetapkan pada saat penyusunan anggaran.

Jalan adalah prasarana dasar (basic infrastructure), namun
ketersediaan dana APBD yang memang terbatas untuk jalan dalam setiap
penyusunan anggaran yang umumnya masih minim dari kebutuhan yang
telah diajukan, maka kondisi kekurangan dana dalam penanganan untuk
jalan tidak dapat dihindari. Hal ini menandakan bahwa sangat diperlukan
panduan yang jelas bagi daerah dalam mengalokasikan dana, terutama untuk
membiayai pemeliharaan infrastruktur jalan, setidaknya bahwa alokasi dana
harus dapat memadai dan dapat mengkaver kebutuhan akan jalan, minimal
jalan yang telah ada dapat dipelihara sehingga dapat berfungsi sebagaimana
mestinya.

Pada penelitian ini akan mengkaji factor apa saja yang perlu
dipertimbangkan dalam mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan
provinsi di kabupaten Tuban yang perannya sebagai jalan primer cukup
berarti dalam sistem distribusi, namun seperti telah dijelaskan sebelumnya
bahwa kemampuan pendanaan Pemerintah Provinsi rata-rata lebih kecil
dibanding dengan dana penanganan jalan yang dibutuhkan.

Salah satu dari penelitian ini adalah penyusunan suatu sistem
pendanaan pemeliharaan jalan untuk menghasilkan prioritas penanganan
jalan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang perlu didahulukan pada ruas
jalan yang akan dilaksanakan penangan pemeliharaan agar pelayanan jalan
dapat maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini
penulis akan menyajikan dalam bentuk yang sesederhana mungkin sehingga
dapat dengan mudah untuk dipahami dan diaplikasikan pada saaat
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut. Dengan demikian
nantinya diharapkan agar penulisan ini dapat dikembangkan lebih lanjut
dan diaplikasikan oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi sebagai penanggung
jawab dalam urusan jalan dan instansi terkait dalam penyusunan program
penanganan jalan tahunan.

Pada penelitian ini yang akan dikaji adalah prioritas penanganan
Pemeliharaan rutin jalan provinsi yang ada di Jalan Jurusan Pakah-Ponco



(Link 146) di Kabupaten Tuban, Selain itu pada studi ini disusun program
penanganan jalan tahunan yang disesuaikan dengan sistem anggaran
tahunan untuk program pemeliharaan jalan dengan beberapa sistem
pendanaan. Diharapkan dengan system tersebut dapat memberikan
gambaran yang nyata pada pemelihaaraan jalan terhadap alokasi anggaran
untuk penanganan pemeliharaan jalan Provinsi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan menjadi beberapa

permasalahan yang berhubungan dengan penanganan pekerjaan

pemeliharaan rutin jalan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mendata kondisi jalan dan kerusakan jalan Provinsi yang
ada di kabupaten tuban ?

2. Bagaimana Menata dan memilah jalan berdasarkan tingkat kerusakan
jalan Provinsi yang ada di kabupaten Tuban ?

3. Faktor-faktor kerusakan yang berpengaruh terhadap prioritas
penanganan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menyusun penanganan

pemeliharaan rutin jalan yang digunakan sebagai pendukung keputusan dan

penentuan skala prioritas dalam penentuan kerusakan jalan dalam

penanganan pemeliharaan rutin Jalan Provinsi yang ada di Kabupaten

Tuban. Atas dasar tersebut maka penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Mendata kondisi jalan dan kerusakan jalan provinsi yang ada di
Kabupaten Tuban.

2. Menata dan memilah jalan berdasarkan tingkat kerusakan jalan
provinsi yang ada di kabupaten Tuban.

3. Mengetahui Factor-faktor yang berpengaruh terhadap prioritas
penanganan.

1.4 BATASAN MASALAH
Batasan-batasan masalah yang diambil dalam studi kasus ini adalah
sebagali berikut:



1. Kajian hanya dibatasi pada penanganan pemeliharaan jalan provinsi di
Kabupaten Tuban,

2. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan data primer dan data
sekunder yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur,

3. Sebagai acuan dalam penulisan tesis ini akan digunakan data ruas jalan
yang berasal dari usulan program penanganan jalan pada tahun
terdahulu,

4. Ruas jalan yang akan dikaji hanyalah jenis permukaan jalan yang
beraspal.

1) Jenis kerusakan jalan yang digunakan sebagai deskripsi adalah
berupa lubang dan retak,
2) Penanganan jalan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah
program penanganan jalan dalam satu tahun anggaran,
3) Kebutuhan alokasi dana jalan yang akan diambil sebagai sampling
terdiri dari :
a. Kebutuhan ideal ; yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam
pananganan seluruh ruas jalan tersebut,
b. Kebutuhan eksisting ; yaitu kebutuhan yang sesuai dengan
ketersediaan anggaran yang ada,
c. Perkiraan penanganan anggaran biaya apabila besarnya
ditetapkan di bawah kebutuhan ideal :
- 75 % Ketersediaan Dana
50 % Ketersediaan Dana
25 % Ketersediaan Dana
Kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1.5 MANFAAT
Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan
UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro Pada Khususnya serta
instansi pengelola prasarana jalan dan pihak terkait sebagai acuan dan
penanganan pekerjaan pemeliharaan jalan dalam satu tahun anggaran.



1.6 METODE PENELITIAN
Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif,
yaitu mengadakan penelitian dengan data sekunder dari variabel yang
diteliti. Studi ini melibatkan beberapa parameter yang digunakan untuk
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Parameter tersebut antara
lain; kondisi struktur jalan, kondisi lalu lintas, kondisi pelayanan dan

tuntutan masyarakat. Skala prioritas mengunakan Analytical Hierarchy
Process (AHP)
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